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Bab III AAkkuunnttaabbiilliittaass  

KKiinneerrjjaa 
 

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan 

terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan 

pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu 

masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunanLaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi 

pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang 

berdayaguna dan berhasil guna. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LAKIP) 

Pemerintah Kabupaten Aceh UtaraTahun 2016 disusun sesuai dengan 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik 

Indoenesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana 

atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran srategis yang dtietapkan dalam 

mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Aceh Utara tahun 2012-2017. 

 

Pengukuran kinerja pada tahun 2016 dilaksanakan dengan 

membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator 

kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja 

tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun 

sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang 

direncanakan. 

 

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja 

tersebut dengan rumus sebagai berikut: 

 

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja 

atau semakin rendah  realisasi menunjukkan  semakin rendahnya kinerja, 

digunakan rumus: 

  Realisasi 
         Capaian indikator kinerja=           x 100% 
  Rencana 

 

b.  Apabila   semakin   tinggi   realisasi    menunjukkan   semakin rendahya 

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya 

kinerja, digunakan rumus: 

           Rencana- (Realisasi- Rencana) 
        Capaian indikator kinerja  =                    x 100% 
                         Rencana 
 
Atau : 
 
            (2 x Rencana)- Realisasi 
         Capaian indikator kinerja =                  x 100% 
  Rencana 
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Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran 

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala 

ordinal yaitu: 

 

                                                       Tabel 3.1 
Pengukuran dengan Skala Ordinal 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada 

Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan 

dalam table sebagai berikut: 

 
 

Skala Ordinal Predikat/Kategori 

> 92 Sangat Berhasil 

77<X Ò 92 Berhasil 

62 < X Ò 77 Cukup Berhasil 

<62 Tidak Berhasil 
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                                                 Tabel 3.2 
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 

 

No.  

Sasaran Strategis 
 

Indikator 
Kinerja 

 

Target  
 

Realisasi 

 

% Capaian 

 

Ket  Capaian 

1 Terlaksananya  tata kelola 
pemerintah yang transparan dan 
akuntabel pelayanan publik  

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah 
 
 
 

     B      CC      CC Berhasil 

Opini pemeriksaan BPK WTP WTP WTP Sangat 
Berhasil 

Nilai Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 
(EKPPD) 
 

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat 
Berhasil 

2 Meningkatnya profesionalisme 
dan kinerja aparatur dalam 
pelayanan publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

75 71.71 95 Sangat 
Berhasil 

3 Terciptanya stabilitas sosial dan 
politik 

Rasio jumlah Satpol PP 
per 10.000 penduduk  

3.86 8.55 221 Sangat 
Berhasil 

4 Meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat miskin 
 

Persentase  jumlah 
penduduk miskin 

19.50 19.20 98 Sangat 
Berhasil 

5 Menurunnya tingkat angka 
pengangguran 

Angka pengangguran 
 

10.10 17.05 32 Tidak 
Berhasil 

6 Meningkatnya layanan 
pendidikan yang bermutu, islami 
dan berdaya saing 

Angka melek huruf 97.3 95,39 98 Sangat 
Berhasil 

Rata-rata lama Sekolah 9.3 10,70 115 Sangat 
Berhasil 
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7 Meningkatnya Status Kesehatan 
dan Gizi masyarakat 

Angka Kematian Ibu 102 198 194 Sangat 
Berhasil 

Angka Kematian 
Bayi 

                            
7 

 

      1 

 

    185 

Sangat 
Berhasil 

Persentase Gizi 
Buruk 

 

 0.096 

 

      0,11 

 

        114 

Sangat 
Berhasil 

Umur Harapan Hidup 70 71 101 Sangat 
Berhasil 

8 Tersedianya jalan mantap dan 
jembatan yang menjamin 
kelancaran arus transportasi 
 
 

Proporsi panjang jaringan 
jalan dalam kondisi 
mantap 

 
56.15 

 

 
 48 

 
 85 

 
Berhasil 

9 Tersedianya aksesibilitas pada 
pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi, daerah terisolir, dan 
daerah tujuan wisata 
 

Proporsi panjang 
jembatan dalam kondisi 
baik 

 
63.58 

 
63 

 
99 

Sangat 
Berhasil 

10 Tersedianya air irigasi untuk 
pertanian rakyat pada Daerah 
Irigasi 

Persentase luas Irigasi 
dalam kondisi baik (M2) 

 
40.56 

 
34.78 

 
85 

 
Berhasil 

11 Meningkatnya keselamatan, 
keamanan, dan pelayanan 
sarana dan prasarana 
perhubungan darat 
 

Jumlah arus penumpang 
angkutan umum  

 
1,367,817 

 
879,72 

 
64 

 
Cukup 

Berhasil 

12 Meningkatnya pendapatan 
masyarakat 

Tingkat Pertumbuhan 
Ekonomi 

4.83 4.69 97 Sangat 
Berhasil 



Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 

 

 Halaman 47 

 

13 Meningkatnya jumlah kunjungan 
wisatawan 

Persentase peningkatan 
jumlah wisatawan 
 
 

 
  37,500 

 
   20,811 

 
         55 

 
Tidak Berhasil 

14 Meningkatnya produksi dan 
produktivitas pertanian tanaman 

Tingkat Produktivitas 
padi (ton/ha) 

6.3 5,03 79 Berhasil 

15 Meningkatnya produksi dan 
produktivitas kelautan dan 
perikanan 

Persentase Produksi 
perikanan 

100 93,73 94 Sangat 
Berhasil 

16 Peningkatan fasilitas masjid, 
meunasah dan mushalla 

Jumlah Mesjid dan 
Mushalla 
 

330 
dan 852 

343 dan 853 103 dan 100 Sangat 
Berhasil 
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II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 
 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan 

evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang 

lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja 

yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2016 yang merupakan tahun kelima 

RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara bertahap dan 

konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 

sebelas 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator 

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja 

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.  

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 17 (tujuh 

belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2016 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ñMenciptakan 

Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotismeòdan juga untuk mencapai tujuan: òMeningkatkan 

Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerahò. Sasaran ini juga 

didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Bagian Pemerintahan. Untuk mengukur 

sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian 

kinerja sasaran terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan 

akuntabel pelayanan publik tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini : 

 
 
 

Terlaksananya  Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan 

Akuntabel Pelayanan Publik 

Sasaran 1 
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No. Indikator Kinerja Realisasi  Tahun 2016  

2014 2015 2016 Target Realisas
i 

Capaian Ket 
Capaian 

1 Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 

CC CC CC B CC CC Berhasil 

2 Opini pemeriksaan 
BPK 

WDP WDP WTP WTP WTP WTP Sangat  
Berhasil 

3 Nilai Evaluasi 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 
(EKPPD) 
 

Tinggi Tinggi Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Berhasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
 

Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh 

Utara tahun 2014 memperoleh predikat CC dengan nilai 54,61. Ditahun 

2015 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 51,45 dan ditahun 2016 

masih memperoleh predikat CC dengan nilai 52,64 Nilai akuntabilitas 

kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sebesar 

1,97 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil penilaian tersebut 

mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh 

Utara belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 
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Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja 

sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 

CC CC CC CC B 

2 Opini pemeriksaan 
BPK 

WDP WDP WDP WTP WTP 

3 Nilai Evaluasi 
Kinerja 

Penyelenggaraan 
Pemerintah 
Daerah (EKPPD) 
 
 

Tinggi                        Tinggi     Tinggi     Sangat 
tinggi  

Sangat 
tinggi 

 
 
 

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD 
Tahun 2012-2017 

2. Opini pemeriksaan BPK 

Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam 

kurun waktu 4 tahun berturut-turut sejaktahun 2013 sampai dengan tahun 

2016 hasil audit BPKdinyatakan WajarTanpa pengecualian (WTP). 

 

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 

 Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Aceh Utara mendapatkan peringkat dan status kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 4 (empat) dari 23 

Kabupaten/Kota dengan skor 3,1082 atau dengan kategori prestasi Sangat 

Tinggi atas Penyelengaaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD 

Tahun 2015 
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ü Permasalahan 

- Kapasitas dan kapabilitas aparatur masih rendah 

 
ü Solusi 

- Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah 

- Penerapan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel 

 
 
 

 

 
 
 
 
Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ñMenciptakan 

Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotismeòdan juga untuk mencapai tujuan: òMemperkuat 

Aparatur dalam Pelayanan Publikò. Sasaran ini juga didukung secara 

terpadu oleh Bagian Organisasi. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 

1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran 

meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik 

tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini : 

 
 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi  Tahun 2016  

2013 2014 2015 Target Realisasi % 
Capaian 

Ket 
Capaian 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

- 68,99 71,97 75 71,71 95 Sangat 
Berhasil 

 
 
 
 
 
 

Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur dalam 

Pelayanan Publik 

Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 

Sasaran 2 
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Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja 

sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:  

 
 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

- 68,99 71,97 71,71 80 

 
ü Permasalahan 

- Waktu yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat masih 

kurang baik 

- Produk jenis layanan juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat, 

dimana belum adanya kejelasan dari jenis-jenis layanan 

- Belum jelasnya maklumat pelayanan di instansi pemerintah daerah yang 

mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun 

- Belum adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pengaduan 

 

ü Solusi 

- Komitmen bersama antara kepala Daerah dan kepala SKPK perlu terus 

ditingkatkan 

- Target waktu pelayanan diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu 

yang telah ditentukan 

- Perlu adanya pelatihan dan diklat pelayanan bagi aparatur pelaksana 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat 

 

Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD 
Tahun 2012-2017 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten 

Aceh Utara tahun 2014 memperoleh nilai 68,99. Sedangkan ditahun 2015 

memperoleh nilai 71,97. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten 

Aceh Utara mengalami peningkatan sebesar 2,98 dibandingkan dengan tahun 

2014 dan di tahun 2016 memperoleh nilai 71,71 mengalami penurunan di 

bandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,26. Hasil penilaian tersebut 

mencerminkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten 

Aceh Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 
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Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ñMengupayakan 

Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan 

Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupañdan juga untuk 

mencapai tujuan: òMelanjutkan Amanat Perdamaian, Stabilitas Sosial dan 

Politikò. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dan WH. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 1 

indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terciptanya 

stabilitas sosial dan politik tersaji pada tabel 3.7 berikut dibawah ini : 

 

 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016  

2013 2014 2015 2016 Target Realisasi % 
Capaian 

Ket 
Capaian 

1 Rasio jumlah 
Satpol PP per 
10.000 penduduk 

1.26 4.33 
 

4.14 
 

8.55 
 

3.86 
 

8.55 
 

221 
Sangat 
Berhasil 

 

1. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk 

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016 berjumlah  509 orang yang terdiri dari 

PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan 

jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 595.588jiwa, maka 

rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 8.55. 

 

 

 

 

Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 

Terciptanya stabilitas sosial dan politik 

Sasaran 3 
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Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh 

Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan penerimaan anggota baru 

tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten 

Aceh Utara. Tenaga kontrak tersebut lebih difokuskan kinerjanya dalam 

wilayah kecamatan yaitu pelaksanaaan kegiatan baôda magrib serta kegiatan 

lainnya. 

Tabel 3.8 
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-10.000 Penduduk 

 

 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah Polisi 
Pamong Praja 
(Orang) 

73  73  108  241 242  509 

Rasio Jumlah 
Polisi Pamong 
Praja (%) 
Per10.000 
Penduduk 

1.26 1.26 1.26 4.33 4.14 8.55 

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 

 



Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 

 

 Halaman 55 

 

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja 

sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:  

 
 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Rasio jumlah Satpol 
PP per 10.000 
penduduk 

1.26 4.33 

 

4.14 
 

8.55 
 

55.5 

 
ü Permasalahan 

- Beberapa kegiatan rutin yang juga masih terkendala pada penerbitan SK 

serta tahapan persipan yang sedikit terlambat 

- Termin pencarian anggaran yang lebih banyak dialokasikan pada triwulan 

II bahkan III sehingga realisasi di triwulan II masih belum maksimal 

 

 

ü Solusi 

- Mengupayakan semaksimal mungkin segala yang ada sehingga 

kendala yang dihadapi akan dijadikan kekuatan/factor pendukung 

keberhasilan suatu program/kegiatan 

- Lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 

jadwal yang ditetapkan dan harus didukung dengan anggaran yang 

memadai 

 

 

Tabel 3.9 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja 
RPJMD Tahun 2012-2017 



Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 

 

 Halaman 56 

 

 

 

 

 

 

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu 

ñMengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya 

yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan 

Uupañdan juga untuk mencapai tujuan: òMeningkatnya Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosialò. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran 

keempat ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja 

sasaran terlaksananya meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin 

tersaji pada tabel 3.10 berikut dibawah ini : 

 
 
 
 
 

No. Indikator 
Kinerja 

 Realisasi  Tahun 2017 
2013 2014 2015 2016 Target %  

Capaian 
Ket 

Capaian 

1 Persentase  
jumlah penduduk 
miskin 

20.34 19.58 19.58 19.20 19.50 98 Sangat 
Berhasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.10 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin 
 

Sasaran 4 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara  

 
Gambar 3.1 

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara  
Tahun 2012-2016 
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1. Persentase  jumlah penduduk miskin  

Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi 

oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan 

rata-rata pengeluaran per bulan perkapita. Kemiskinan merupakan persoalan 

makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh 

Utara memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi 

kemiskinan sesuai prioritas pembangunan. Berbagai program pembangunan 

jangka menengah telah diimplimentasikan, baik di bidang infrastruktur, 

ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.  Tahun 2016 tercatat penduduk 

miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 112.11 jiwa atau 19,20 persen dari 

jumlah penduduk sebanyak 583.892 jiwa.  
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Kondisi ini  menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Utara 

semakin meningkat dan terus mengalami perbaikan sepanjang tahun 2012-

2016. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten 

Aceh Utara ke depan termasuk memberikan perhatian yang lebih besar, tepat 

sasaran, danterfokus melalui implimentasi pembangunan pada wilayah-

wilayah yang menjadi kantong kemiskinan 

 

 
 
 
 
 

No
. 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Persentase  
jumlah penduduk 
miskin 

20.34 19.58 19.58 19.20 19,50 

 
 
 
 
 

ü Permasalahan 

- Masyarakat miskin sangat rentan dengan naik turunnya harga pangan 

dan biaya kesehatan 

- Tingginya tingkat kerawanan gizi anak dan kematian ibu, serta kurangnya 

akses terhadap pendidikan, air bersih dan sanitasi 
 

ü Solusi 

- Memperbaiki program perlindungan social, dimana memperbaiki dan 

mengembangkan system perlindungan social bagi penduduk miskin 

- Meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti akses pendidikan, 

kesehatan 

- Memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dimana masyarakat 

miskin tidak diperlakukan semata-mata sebagai obyek pembangunan, 

tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari 

kemiskinan dan tidak jatuh kembali dalam kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja 
RPJMD Tahun 2012-2017 
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1. Angka Pengangguran 

Angka pengangguran pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 

dengan persentase 17,97 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 

2014 sebesar 13,58 %. Untuk tahun 2015 angka pengangguran 

Kabupaten Aceh Utara di targetkan sebesar 10,10% dengan realisasi 

sebesar 10,00%.dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 

17,05 % 

 

 

 

 

 

 
Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 

kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu 

ñMengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya 

yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan 

Uupañdan juga untuk mencapai tujuan: òMeningkatnya Kesempatan Kerja 

dan Kenyamanan Kerja serta Pengawasan Ketenagakerjaanò. Sasaran ini 

juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk. Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 indikator sasaran. 

Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran menurunnya tingkat 

angkapengangguran tersaji pada tabel 3.12 berikut dibawah ini : 

 
 
 

No Indikator 
Kinerja 

Realisasi  Tahun 2016  

2013 2014 2015 Target Realisasi % 
Capaian 

Ket 
Capaian 

1 Angka 
pengangguran 

17,97 13,58 10.00 10,10 17,05 32 Tidak 
Berhasil 

 

 
 

Tabel 3.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 

Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran 

Sasaran 5 
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Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja 

sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:  

 

 

 

 

No. Indikator 
Kinerja 

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka 
pengangguran 

17,97 13,58 10,00 17,05 9,51 

 

ü Permasalahan 

ü Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja; 

ü Keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan; 

ü Masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan; 

ü Masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan 

kewajiban normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaaan. 
 

ü Solusi 
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha yang berbasis 

industry 
- Mengembangkan kelembagaan social yang dapat menangani 

pengangguran 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 

ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu òMeningkatkan 

kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda 

dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan 

berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan 

Sasaran 6 

Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan 

berdaya saing 

Tabel 3.13: Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD 
Tahun 2012-2017 
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tuntunan Syari'at Islamòdan juga untuk mencapai tujuan: òMeningkatkan 

Kualitas Pendidikanò. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas 

Pendidikan, Pemuda & Olahraga. Untuk mengukur sasaran keenam ini 

terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran 

meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing 

tersaji pada tabel 3.14 berikut dibawah ini : 
 

 
 
 
 

No Indikator 
Kinerja 

Realisasi Tahun 2016  

2013 2014 2015 2016 Target Realisasi % 
Capaian 

Ket 
Capaian 

1 Angka melek 
huruf 

90.47 94.88 92.22 95.39 97.3 95.39 98 Sangat 
Berhasil 

2 Rata-rata 
lama Sekolah 

12.19 12.19 12.19 10.70 9.30 10.70 115 Sangat 
Berhasil 

 
 
1. Angka melek huruf  

 

Angka Melek Huruf adalah 

proporsi penduduk berusia 15 

tahun ke atas yang dapat 

membaca dan menulis dalam 

huruf latin atau lainnya. Pada 

periode 2012-2016, persentase 

angka melek huruf Kabupaten 

Aceh Utara mengalami peningkatan dari 90,50 persen menjadi 95.39 persen. 

Kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 3.14: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 
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Tabel 3.15 
Perkembangan Angka Melek Huruf 

 Kabupaten Aceh UtaraTahun 2012-2016 
 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah Penduduk Usia 
diatas 15 Tahun yang bisa 
Membaca dan Menulis 

437.274 441.506 432.911 450.082 465,640 

Jumlah Penduduk Usia 15 
Tahun Ke Atas 

483.170 487.989 456.233 487.966 488,122 

Persentase dapat baca 
tulis (AMH) 

90,50  90,47  94,89 92.24 95,39 

Sumber :  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 

 
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Angka rata-rata lama sekolah 

merupakan kombinasi antara 

partisipasi sekolah, jenjang 

pendidikan yang sedang dijalani, 

kelas yang diduduki dan 

pendidikan yang ditamatkan. 

Angka rata-rata lama sekolah 

menunjukkan bahwa lamanya 

penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan 

disetiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

3.16 berikut ini : 

 

Tabel 3.16 
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara 

Tahun 2012-2016 
 

Angka Rata-Rata Lama 
Sekolah 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kabupaten Aceh Utara 9.5 10.3 10.47 10.50 10,70 

Provinsi Aceh 9.3 9.5 10.2 10.46  

Sumber :  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 
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No. Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka melek 
huruf 

90.47 94.88 92.22 95.39 98.20 

2 Rata-rata lama 
Sekolah 

12.19 12.19 12.19 10.70 9.40 

 
ü Permasalahan 

- Terbatasnya kemampuan KPA dan PPTK dalam mempercepat realisasi 

penyelesaian kinerja khususnya hal teknis yang berkenaan dengan 

percepatan penyelesaian teknis proses progress report (laporan 

kemajuan) yang sering kelewatan dari jadwal yang telah ditetapkan 

- Program dan kegiatan yang sasarannya melibatkan siswa dan tenaga 

pendidikan (guru) membutuhkan waktu yang lama dalam mendata, 

memilih dan menentukan siswa dan guru tersebut untuk ikut serta 

khususnya dalam kegiatan pelatihan dan perlombaan 

- Belum tersedianya data pendidikan yang valid untuk kepentingan analisis 

capaian kinerja layanan, pemetaan dan pemerataan sumber daya 

pendidikan 

- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Majelis Pendidikan 

Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara, sarana dan prasarana pendukung 

sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan professional 

- Terbatasnya anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak 

terlaksana sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan 

- Masih terbatasanya ketersedian regulasi bidang pendidikan untuk 

mendukung layanan pendidikan yang merata, bermutu dan islami 

- Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan masih belum maksimal dan data hasil pengawasan belum 

diolah secara ilmiah untuk mendukung penyiapan rekomendasi dan 

kebijakan lebih lanjut 

- Sistem informasi penyelenggaraan pendidikan belum transparan dan 

akuntabel serta sulit diakses oleh masyarakat 

- Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan 

pembinaan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara 

 
 
 

Tabel 3.17 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja 
RPJMD Tahun 2012-2017 
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ü Solusi 

- Koordinasi dan konsolidasi internal dalam mempercepat realisasi 

kinerja agar jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan 

sasaran 

- Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata; 

- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik; 

- Meningkatkan Kualitas dan Kreativitas sumber daya manusia melalui 

Pendidikan Non Formal;  

- Meningkatkan sarana dan prasarana   pendukung mutu pendidikan; 

- Merumuskan konsep pendidikan terintegrasi; 

- Meningkatkan budaya membaca siswa dan masyarakat. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 

keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu 

ñMeningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan 

kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan 

sehatò dan juga untuk mencapai tujuan: òMeningkatkan Kualitas 

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat 
 

Sasaran 7 
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Pendidikanò. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas 

Kesehatan. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 4 indikator sasaran.  

 

 

 

Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya status 

kesehatan dan gizi masyarakat tersaji pada tabel 3.18 berikut dibawah ini : 

 

 
 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016  

2013 2014 2015 Target Realisasi % 
Capaian 

Ket 
Capaian 

1 Angka Kematian 
Ibu 

137,0 258,1 127 102 198 194 Sangat 
Berhasil 

2 Angka Kematian 
Bayi 

8,22 11,12 7 7 1 185 Sangat 
Berhasil 

3 Persentase Gizi 
Buruk 

0,009 0,014 0,018 0,096 0.11 114 Sangat 
Berhasil 

4 Umur Harapan 
Hidup 

68,9 70 70,4 70 71 101 Sangat 
Berhasil 

 
 
 
 
 

Tabel 3.18 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 
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1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) 

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator 

keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat 

menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan 

sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program 

pembangunan kesehatan lainnya. 

Tabel 3.19 
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu 

Kabupaten Aceh Utara 2012-2016 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Angka Kematian Bayi (AKB) 5,93 8,22 11,12 7 
 

1 

Angka Kematian Ibu (AKI) 150,6 137,0 258,1 127 
 

198 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 

 

Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk 

menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program pembangunan 

kesehatan di Indonesia banyak menitikberatkan pada upaya penurunan AKB 

(Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Untuk Angka Kematian 

Bayi pada tahun 2016menunjukkan penurunan sebesar 1/1000 dimana ada 1 

bayi yang lahir mati dari 1000 kelahiran hidup. Faktor yang diduga adalah 

adanya dukungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BOK 

(Bantuan Operasional Kesehatan), dengan adanya program ini memudahkan 

masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan 

didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.  

Upaya menurunkan AKI pada tahun 2016 didukung dengan dana otsus 

berupa kegiatan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) kepada bidan, 

ANC (Ante Natal Care) terpadu kepada bidan desa. Dukungan APBA dan 

APBK kegiatan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang melibatkan lintas 

program, lintas sektor, dokter spesialis, organisasi profesi, dan 

LSM.Keterlibatan organisasi profesi bidan (IBI) guna meningkatkan 

pengetahuan bidan dalam pengelolaan kasus perdarahan dan hipertensi 

dalam kehamilan (pre eklampsi) pada ibu hamil/bersalin. Perdarahan dan pre 
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eklamsi merupakan penyebab langsung kematian ibu hamil, sedangkan 

penyebab tidak langsung adalah ketidakpatuhan bidan menerapkan SOP 

dalam mengambil tindakan, kurangnya penyuluhan tentang kesehatan 

reproduksi remaja putri dan ibu hamil sehingga berdampak pada kurangnya 

pemahaman masyarakat akan kesehatan remaja putri dan ibu hamil. 

Saat ini AKI Aceh Utara belum memenuhi target MDGs karena masih 

berada pada 198/100.000 KH, sehingga diperlukan upaya yang sangat serius 

dalam mengatasi dan menurunkan AKI agar dapat mencapai angka 

102/100.000 KH. Tentunya hal ini tidak mudah dan perlu adanya dukungan 

dari semua pihak, perlu dijalin kerjasama lintas program dan lintas sektor. 

Untuk lintas program, program kesehatan ibu dan anak harus berkoordinasi 

dengan program gizi seperti peningkatan gizi pada remaja putri dan ibu hamil, 

serta sarana dan prasarana (alat-kesehatan). Kemudian, tidak hanya disektor 

kesehatan saja tapi juga sektor terkait lainnya, seperti pendidikan, dukungan 

pemerintah ( muspika dan anggaran). 

Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan 

screening bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan 

gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian 

khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga 

dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya 

kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan. 

Kerjasama lintas sektor, koordinasi dan komunikasi yang baik sangat 

dibutuhkan untuk mempermudah jalannya program kerja yang telah disusun 

dan dirancang oleh Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan 

penurunan AKI di Kabupaten Aceh Utara 

 

2. Persentase Balita Gizi  Buruk 

Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap total 

jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut 

umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan pada tahun 2013 berjumlah 21 kasus berat, 2014 
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berjumlah 13 kasus berat dan tahun 2015 terdapat 12 kasus berat. Secara 

menyeluruh  data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap 

maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan dan 

pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri) berada dibawah -3 SD, 

walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi 

buruk.Pada tahun 2016 jumlah kasus gizi buruk sejumlah 56 kasus atau 0,11 

persen dari jumlah balita. 

Tabel 3.20 
Persentase Balita Gizi Buruk 

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2016 
 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah balita gizi 
buruk 

170 110 75 104 56 

Jumlah balita 51916 55268 54613 65298 52099 

Persentase 
Balita Gizi Buruk 

0,33 0,20 0,14 0,16 0,11 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara 

 

Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa 

program antara lain PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan kepada 

balita, serta pemantauan tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui 

penimbangan di posyandu setiap bulannya. 

 

Gambar : 3.2 
Persentase Balita Gizi  Buruk 
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3. Angka Usia Harapan Hidup 

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan 

Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectacy at birth)merupakan rata-rata 

jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu 

tahun tertentu. Jadi AHH pada periode 2012-2016 terus mangalami 

peningkatan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 3.3 dibawah.Usia 

Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan 

meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program 

kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya 

dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu 

daerah. 

 
Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017  

Gambar 3.3 
Angka Usia Harapan Hidup 
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meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia 

harapan hidupnya. 
 

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator 

kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:  

 
 
 
 

No. 
 

Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka Kematian 
Ibu 

137,0 258,1 127 198 110 

2 Angka Kematian 
Bayi 

8,22 11,12 7 1 6 

3 Persentase Gizi 
Buruk 

0,009 0,014 0,018 0.11 0,000 

4 Umur Harapan 
Hidup 

68,9 70 70.4 71 72 

 

ü Permasalahan 

- Terlambatnya proses pelelangan 

- Adanya mutasi jabatan 

- Adanya penyesuaian RAB kegiatan Otsus 

 

ü Solusi 

- Harus ada koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPK 

maupun instansi terkait lainnya 

- Mengupayakan proses pelelangan dilaksanakan tepat waktu 

 

 

 

 
 
 
 

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 

ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu 

ñMeningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan 

Tabel 3.21 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja 
RPJMD Tahun 2012-2017 

Tersedianya Jalan Mantap dan Jembatan yang Menjamin 

Kelancaran Arus Transportasi 

Sasaran 8 
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ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, 

perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan 

mengacu pada tata ruangòdan juga untuk mencapai tujuan: òMeningkatkan 

infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar Arus 

Transportasi Barang dan Jasaò.  

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Bina Marga dan Dinas 

Cipta Karya. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 1 indikator 

sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya jalan 

mantap dan jembatan yang mencamin arus kelancaran transportasi tersaji 

pada tabel 3.22 berikut dibawah ini : 
 

 
 
 
 

No
. 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi  Tahun 2016  

2013 2014 2015 2016 Target Realisasi %  
Capaian 

Ket Capaian  

1 Proporsi 
panjang 
jaringan jalan 
dalam kondisi 
mantap 

43.32 52.84 41.00 48.00 56.15 48 85 Berhasil 

 
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 

 
Panjang Jalan Kabupaten dan jalan strategis hingga tahun 2016 

sepanjang 2.047,89 km, Kondisi jalan baik tahun 2016 sepanjang 977,53 Km 

atau 48 persen. kondisi perkerasan (sedang) mencapai 479,7Km atau sebesar 

23,42 persen yang pada umumnya merupakan jalan strategis yang 

menghubungkan jalan nasional ke pusat-pusat kecamatan, lingkungan 

pemukiman dan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. 

Sementara itu kondisi jalan rusak atau buruk dan rusak berat sampai tahun 

2016 sepanjang 590,66Km atau sebesar  28,84 persen. 

 Kondisi jalan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya terlihat mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab terutama dampak 

bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2016. 

Tabel 3.22 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 
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kondisi ini menyebabkan lapis pondasi mudah terlepas dan rusak oleh air/atau 

gesekan dan tekanan roda kenderaan. Selain itu kondisi dilapangan minimnya 

rambu-rambu yang menunjukkan informasi tonase kendaraan, serta kurangnya 

pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan jalan menyebabkan 

banyaknya angkutan yang melebihi berat yang diizinkan.    

 Selanjutnya, kurangnya tahapan pemeliharaan rutin maupun berkala 

jalan yang telah dibangun belum mendapat perhatian sepenuhnya, 

mengakibatkan nilai durabilitas (keawetan) perkerasan jalan menurun drastis 

sehingga umur rencana konstruksi tidak tercapai. Perkembangan dan kondisi 

Jalan Tahun 2012-2016 sebagaimana Gambar 3.4 

 

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016 

Gambar 3.4 
Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara  

Tahun 2012-2016 
 

Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani 

kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara 

setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu 

ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang 

2012 2013 2014 2015 2016

Baik 792.3 884.87 1262.5 839.8 977.53

Sedang 447.4 476.12 441.1 479.7 479.7

Rusak 785.5 671.81 248.9 654.8 530.98

Rusak Berat 0 0 80.3 73.6 59.68
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KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot 

Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang      

± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia 

sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane ï Pulo Iboh Kecamatan 

Kuta Makmur.  
 

Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani 

kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara 

setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu 

ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang 

KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot 

Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang      

± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia 

sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane ï Pulo Iboh Kecamatan 

Kuta Makmur.  

Oleh karenanya, pemeliharanan jalan perlu ditingkatkan setiap tahunnya 

untuk menjaga durabilitas (keawetan) jalan) guna sesuai dengan umur 

rencana perkerasan jalan. 

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja 

sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:  

 
 
 
 

No. Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Proporsi panjang 
jaringan jalan 
dalam kondisi 
mantap 

43.32 52.84 41.00 
 
 

 
 

48 70.66 

 
 
 
 
 

Tabel 3.23 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja 
RPJMD Tahun 2012-2017 
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ü Permasalahan 

- Kurangnya SDM yang handal 

- Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pengadaan 

Kabupaten Aceh Utara 

- Proses pelaksanaan tender kegiatan yang diluar dari jadwal perencanaan 

yang berdampak terhadap lambatnya waktu mulai pelaksanaan kegiatan 

 
ü Solusi 

- Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor 

eksternal karyawan yang mempngaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja  

dan kinerja 

- Melakukan dan membina hubungan baik  serta kerjasama dengan 

para stakeholder 

 

- Memberikan prioritas utama terhadap proses perencanaan, 

pelelangan dan kegiatan pendukung seperti pembebasan lahan 

kegiatan 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi 

ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu 

ñMeningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan 

ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, 

Tersedianya Aksesibilitas pada Pusat-Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi, Daerah Terisolir dan Daerah Tujuan Wisata 

 

Sasaran 9 


